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“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

%

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

’

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.’
(QS. Ar-Rum 21)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin),
bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam
kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa
dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik
dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu
menggunakan susunan transliterasi.

terdapat banyak pilithan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat
digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun
internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa
penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus
transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi
Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan
Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan
ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang
dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau

lambang.



Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab Indonesia Arab Indonesia
| ‘ b t
< b b z
< t ¢ ‘
& th & gh
d : - '
z h 3 q
- kh | k
s d J 1
3 dh . m
3 r R) n
3 z w
" s A h
& sh . ¢
o i ¢ Y
2 d

Hamzah (s) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak
diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah

atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').
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B. Vokal, Panjang dan Diftong
Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Vokal Panjang Diftong
| = Fathah A JU = Dibaca Qola
| = Kasrah I (k% = Dibaca Qila
i = Dhamah U 053 = Dibaca Duna

nan
1

Khusus dalam membaca ya' nishat tidak boleh diganti dengan
tetapi selalu ditulis dengan "iy"” untuk mendeskripsikan ya' nisbat di akhir.
Begitu pula untuk bunyi diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan

“aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong Contoh
Aw = 3 djﬂ = Qawlun
Ay=¢ “® = Khayrun

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
-1 Fathah dan alif a a dan garis di
< atau ya atas
Kasrah dan ya 1 1 dan garis di
¥ atas
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3 Dammah dan a u dan garis di
wau atas
Contoh:
Sl =mata
«®) =rama

J¢§ = qila

2 s

<€ = yamutu

D. Ta’ Marbiithah (4)

Ta'" marbithah (s ) ditransliterasi untuk ta marbiitah ada dua,

yaitu: ta marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbiitah yang
mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah (h).
Apabila pada kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata

itu terpisah, maka fa marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

] Ar%b Bunyinya
JElay) 4y raudah al-athfal
aliadl) daall al-madinah al-fadilah

L& al-hikmah
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E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda fasydid, dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi
tanda syaddah.

Contoh;

&)= Rabbana
\~f$ = Najjaina
25’5-‘ = Al-Haqq
23\ =Al-Hajj
(.-'j =Nu”ima
§3$« = ‘Aduwwu

Jika huruf ¢ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:

(& = “Ali (bukan *Aliyy atau ‘Aly)
gf = ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
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F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab

dilambangkan dengan huruf khususnya (J!), namun dalam transliterasi

ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dan
kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.
1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf Syamsiyyah
Yaitu kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah
ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan
huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata
sandang tersebut.
2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf Qamariyyah
Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah,
ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan
menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf Syamsiyyahi
maupun huruf Qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata
berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang Arab Bunyinya
Dengan Diikuti s 2% al-syamsu
Huruf Syamsiyyah (bukan asy-

syamsu)
;J;J“ ‘ al-zalzalah
(bukan az-
zalzalah)
Dengan Diikuti ImAL al-falsafah
Huruf Qamariyyah
¢ o AU al-biladu
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G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan
istilah apostrof. Namun hal ini hanya berlaku pada hamzah yang terletak
di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka
hamzah tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah alif.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab Bunyinya
uj }é U Ta’muruna
139 Al-naw’
5 ‘5;, Sya’un
& f’{ Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam
Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.
Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam
tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di
atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:
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F1 zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-‘Ibarat F1 ‘Umum al-Lafz 1a bi khusas al-sabab

1. Lafadz al-jalalah(4V )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan
huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal),

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:
i*m :);39 = Dinullah

Adapun fa marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada

lafz aljalalah ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

A 4237 08 28 = Hum fii rahmatillah

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All
Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan
tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
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huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal
dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasiil,

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata,

mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an,

Nasir al-Din al-Tis, Abit Nasr al-Farabr,

Al-Gazali,

Al-Mungiz min al-Dalal.
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ABSTRAK

Annas Syafril, NIM 210201110079, 2025. Implementasi Putusan Tentang Hak
Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Ibu Usia 17 Tahun Perspektif
Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Pengadilan
Agama Bangkalan). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembiming: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak, Efektivitas Hukum Lawrence M.
Friedman

Perceraian yang marak akibat perkawinan anak masih banyak terjadi pada
wilayah Kabupaten Bangkalan khususnya, seperti contoh kasus putusan Nomor
529/Pdt.G/2024/PA.Bkl. Kasus yang berisikan gugatan perceraian dan hak asuh
anak yang jatuh kepada ibu muda dengan usia 17 tahun yang dimana menurut
Undang-Undang masih kategori anak dibawah umur sehingga menarik untuk
membahas kasus tersebut dikarenakan ibu usia muda yang masih belum stabil
dalam hal emosi dan cara mendidik anaknya seorang diri setelah putusan
dikeluarkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi
putusan tersebut dengan menggunakan perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M.
Friedman dengan tiga elemen hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan
budaya hukum.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan
melibatkan tiga informan ntumengetahui implementasi putusan tersebut.
Pendekatan yang digunakan yaitu konseptuan dan pendekatan kasus yaitu dengan
analisis efektivits hukum dan dengan pencarian fakta untuk mengetahui, situasi-
situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan, dan pengaruh dari
suatu fenomena. Sumber data mengunakan primer dan sekunder yaitu dari contoh
putusan. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi kemudian diolah
dengan tahapan: pemeriksaan data, pegelompokan data, analisis data dan
kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemetasi putusan terkait hak
asuh anak pada ibu usia 17 tahun tetap bejalan yakni ibu mampu mengasuh anaknya
tetapi dalam lingkungan yang tidak baik dan untuk analisis teori setelah dilihat dari
ketiga elemen hukum dari sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum,
dan budaya hukum dapat dikatakan sudah bejalan efektif sebagian dan sudah efektif
karena terfokus pada masalah hak asuh anak.
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ABSTRACT

Annas Syafril, NIM 210201110079, 2025. Implementation of Decisions on Post-
Divorce Child Custody in 17 Year Old Mothers Legal Effectiveness
Perspective Lawrence M. Friedman (Study at the Bangkalan Religious
Court). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Divorce, Child Custody, Lawrence M. Friedman's Legal Effectiveness

Divorce that is rampant due to child marriage still occurs in the Bangkalan
Regency area in particular, such as the example of the case of the decision Number
529/Pdt.G/2024/PA.BKI. A case containing a divorce lawsuit and child custody that
falls to a young mother at the age of 17 which according to the law is still a category
of minors so it is interesting to discuss the case because young mothers are still
unstable in terms of emotions and how to educate their children alone after The
verdict is issued. The purpose of this study is to find out how the implementation
of the decision is using the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal
Effectiveness with three legal elements, namely legal structure, legal substance, and
legal culture.

This type of research uses empirical juridical research, namely field research
involving three informant to know the implementation of the decision. The
approach used is the concept and case approach, namely by analyzing the
effectiveness of the law and by searching for facts to find out certain situations,
activity relationships, attitudes, views, and influences of a phenomenon. Data
sources use primary and secondary, namely from the example of the decision. Data
collection with interviews and documentation is then processed in stages: data
analysis, data grouping, data analysis and conclusions.

The results of this study show that the implementation of decisions related
to child custody in 17-year-old mothers is still ongoing, namely mothers are able to
take care of their children but in a bad environment and for theoretical analysis after
looking at the three legal elements of the legal system, namely legal structure, legal
substance, and legal culture, it can be said that it has been partially effective and
has been effective because it is focused on child custody issues.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan tren yang
cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi yang di paparkan
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun
2023 menyatakan bahawa, berdasarkan data dari Pengadilan Agama, jumlah
permohonan dispensasi nikah pada usia anak mencapai 65.000 kasus pada
tahun 2021 dan menurun menjadi 55.000 kasus pada tahun 2022. Sebagian
besar permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi di mana calon
mempelai perempuan telah mengalami kehamilan sebelum pernikahan,
serta adanya dorongan dari orang tua yang menginginkan anaknya segera
menikah karena telah menjalin hubungan dekat atau berpacaran.

Pernikahan pada usia muda atau anak membawa tantangan besar
yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam berbagai aspek kehidupan, baik
itu mental, emosional, ekonomi, maupun hukum. Remaja yang menikah
pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan mental yang cukup
untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Pada usia tersebut,
perkembangan psikologis mereka belum sepenuhnya matang, sehingga
kesulitan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah sering
terjadi.! Di sisi emosional, remaja yang menikah pada usia dini cenderung

belum siap untuk menanggung tanggung jawab sebagai pasangan hidup.

! Nashir, M., & Zahra, S. (2020). Psikologi Perkawinan Anak: Dampak Psikologis dan Sosial pada
Remaja. Jurnal Psikologi, 15(3), 112-128.



Studi oleh Kemen PPPA menunjukkan bahwa ketidakstabilan
emosional sering kali dialami pasangan muda, yang menyebabkan stres,
perasaan tertekan, dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka. Selain
itu, ketidaksiapan ekonomi juga menjadi masalah utama.? Pasangan muda
sering kali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, yang
berujung pada ketegangan ekonomi dan ketidakstabilan dalam hubungan.?
Dari segi hukum, meskipun mereka telah menikah, remaja yang berusia 17
tahun tetap dianggap sebagai anak dalam pandangan hukum Indonesia, yang
berarti mereka tidak memiliki kapasitas hukum penuh dalam mengambil
keputusan besar terkait kehidupan rumah tangga dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak.

Ketidaksiapan dalam berbagai aspek ini meningkatkan kerentanan
terhadap konflik rumah tangga. Konflik mengenai keuangan, peran dalam
keluarga, dan perbedaan nilai sering muncul, dan ketidaksiapan pasangan
muda dalam menghadapi konflik ini memperburuk situasi dan
meningkatkan risiko perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan
muda yang menikah memiliki resiko perceraian yang lebih tinggi
dibandingkan pasangan yang menikah setelah mencapai kedewasaan mental

dan emosional.* Selain itu, perasaan terjebak dan terpaksa dalam pernikahan

2 Kemen PPPA (2022). Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia 2022. Jakarta:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3 Badan Pusat Statistik (2020). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Usia Muda.
Jakarta: BPS.

4 Pearce, L. (2018). Risiko Perceraian pada Pasangan Usia Muda di Negara Berkembang. Journal
of Marriage and Family, 21(1), 92-106.



sering kali mendorong pasangan muda untuk memilih perceraian sebagai
jalan keluar.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan dan
pendampingan bagi pasangan muda yang menikah guna mengurangi resiko
perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga mereka.’

Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran dalam makna dan
pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat, yang pada dasarnya
merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah
antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-
syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin bahkan akhir hayat.
dalam hal ini juga disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dimana ikatan perkawinan ini mempunyai tanggung
jawab besar bagi suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut.
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.®

Memutuskan untuk menikah pada usia yang masih sangat muda
adalah pilihan yang penuh dengan tantangan dan tidak mudah dijalani.
Banyak resiko yang harus dihadapi oleh remaja yang memilih jalan tersebut.

Biasanya, keluarga yang terbentuk tanpa adanya kematangan usia dan

5> Abidin, Z. (2021). Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Rumah
Tangga di Indonesia. Jurnal Keluarga Sejahtera, 12(2), 45-59.
¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



kesiapan yang menyeluruh cenderung menghadapi berbagai kesulitan,
terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi dan kesiapan
dalam berumah tangga. Hal ini sering kali disebabkan oleh
ketidakmampuan mereka untuk membangun tujuan keluarga dengan
berbagai tantangan kesiapan untuk menikah.’

Dalam ajaran agama dan norma sosial, perkawinan sejatinya
merupakan ikatan suci yang tidak bersifat kaku, namun juga tidak
dimaksudkan untuk dijalani secara serampangan hingga mudah diakhiri
dengan perceraian. Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam
kondisi yang darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam
menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian dibolehkan apabila hal
tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak
tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana yang
ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat
dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat
darurat.®

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak
signifikan, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban dari
runtuhnya rumah tangga. Dalam konteks hukum Indonesia, salah satu isu
utama yang muncul pasca perceraian adalah penetapan hak asuh anak.

Penentuan ini sangat krusial karena menyangkut keberlanjutan tumbuh

7 Nina Munawara, dkk, “Faktor-Faktor Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama
Kelas I-B Sambas”,4l-Usroh, no 2, (2021), 109
8 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Kairo: Darul Fath, t.t), Juz II, 106.



kembang anak, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Dalam
pandangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, apabila terjadi
perceraian, maka orang yang paling berhak dalam mengasuh dan
memelihara anak-anaknya adalah ibunya dikarenakan secara emosional
lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam hak asuh anak
(hadhanah), Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh
yaitu: berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk
mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama
Islam/ seaqidah dengan anak.’

Sebelum dan sesudah perceraian, hak asuh anak sering menjadi
masalah. Banyak kasus di mana pasangan yang telah bercerai saling berebut
untuk mengasuh anak mereka. Ini karena anak adalah harapan dari orang
tua yang tidak dapat berpisah. Anak adalah pihak yang dirugikan dari
perceraian orang tuanya. Pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014
tentang perlindungan anak yang dimana disebutkan anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masith dalam
kandungan. '’

Anak-anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara
utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang tidak ingin mendapatkan
kasih sayang dari ayahnya atau ibunya. Peran orang tua juga penting untuk

memberikan uang dan pendidikan kepada anak-anak. Sebagaimana diatur

9 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Figh Wanita, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 1998), 435.
10 Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban untuk memelihara
dan mendidik anak-anak mereka, dengan mengutamakan kepentingan anak.
Apabila terjadi perselisihan terkait penguasaan anak, pengadilan memiliki
wewenang untuk memberikan keputusan.!!

Dalam banyak kasus, hakim harus mempertimbangkan berbagai
aspek dalam menentukan hak asuh, seperti usia, kesejahteraan, dan kondisi
emosional anak. Ini terutama berlaku untuk kasus yang melibatkan ibu
muda terutama masih dibawah umur, seperti dalam keputusan Nomor
529/Pdt.G/2024/PA.Bkl, di mana tantangan dan pertimbangan khusus perlu
dipertimbangkan. Dalam putusan cerai gugat perkara Nomor
529/Pdt.G/2024/PA.BKl, terdapat permasalahan yang umum terjadi, yaitu
permohonan perceraian dengan alasan tidak diberi nafkah dan telah berpisah
selama 6 bulan. Namun pada asus ini melibatkan suami yang tidak
bertanggung jawab terhadap kewajibannya, sedangkan istrinya masih
berusia 17 tahun. Perceraian dipandang sebagai solusi terakhir untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dianggap tidak dapat
diselamatkan lagi kecuali melalui perceraian.

Pengadilan Agama Bangkalan memberikan peran penting dalam
memutuskan perkara ini, sehingga pertimbangan hakim terkait penetapan

hak asuh anak kepada ibu yang masih dibawah umur pasca perceraian

! Titania Britney Angela Mandey, dkk. ”"Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Lex Privatum, no. 9 (2021), 63.



menjadi hal yang krusial. Sering kali, pertanyaan mengenai kematangan
emosional dan kemampuan ibu dibawah umur dalam menyediakan
lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak muncul. Namun, di sisi
lain, tanggung jawab ibu dalam membesarkan anak juga dihargai dalam
sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami pertimbangan
hakim dalam kasus ini, terutama dalam menilai kesejahteraan anak dan
kepentingan terbaiknya. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mengkaji
pertimbangan hakim, tetapi juga untuk menggali penerapan perspektif
efektivitas hukum dan perlindungan anak dalam situasi seperti ini.

Kasus tersebut secara umum tidak menunjukkan perbedaan
mencolok dibandingkan dengan kasus perceraian lainnya. Namun, yang
menjadi pembeda adalah keputusan yang melibatkan perceraian sekaligus
pemberian hak asuh anak kepada ibu yang masih berusia 17 tahun, yang
secara hukum tergolong di bawah umur atau masih dalam kategori anak-
anak. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengkaji pertimbangan hakim
Pengadilan Agama Bangkalan dalam menangani situasi semacam ini,
terutama dalam perspektif Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman. Teori
ini memilili relefansi terhadap permasalahan yang akan dibahas pada
penelitian ini karena Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengacu pada
pembahasan Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terkait hak
asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan, dengan fokus

pada kasus ibu muda berusia 17 tahun yang masih dikategorikan anak.



sehingga peneliti tertarik pada bagaimana implementasi putusan ini dengan
hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menghadapi hal seperti ini yaitu
Implementasi putusan tentang hak asuh anak pasca perceraian pa da ibu usia

17 tahun perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti menguraikan
sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl
tentang hak asuh anak pada ibu usia 17 tahun di Pengadilan Agama
Bangkalan?

2. Bagaimana analisis putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl tentang hak
asuh anak pada ibu usia 17 di Pengadilan Agama Bangkalan menurut

perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
sehingga dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pada putusan mengenai
kasus hak anak yang dilimpahkan kepada ibu yang masih dibawah umur
yakni 17 tahun pada perkara Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Bkl di
Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dari putusan Nomor

529/Pdt.G/2024/PA.BKl tentang hak asuh anak pada ibu umur 17 tahun



di Pengadilan Agama Bangkalan dengan menggunakan perspektif

perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak
manfaat bagi kalangan masyarakat. Terdapat dua jenis manfaat yang
diuraikan oleh peneliti, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut
adalah penjelasan dari masing-masing manfaat tersebut :
1. Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi peneliti sendiri diharapkan setelah melakukan penelitian ini
dapat memberikan tambahan wawasan teori keilmuan dan informasi
perihal pandangan hakim tentang permasalahan yang diteliti
tersebut.

b. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi pijakan
referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan kasus permasalahan yang terkait.

c. Bagi kalangan masyarakat diharapkan agar penelitian ini dapat
memberikan manfaat dan tambahan wawasan tentang apa yang
ditulis oleh penelitii

2. Manfaat Secara Praktis

a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam

menambah wawasan keilmuan terhadap permasalahan yang terjadi

dimasyarakat.
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b. Bagi para mahasiswa ataupun peneliti selanjutnya diharapkan
penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumber referensi
bacaan terutama pada mahasiswa program studi Hukum Keluarga
Islam baik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang maupun kampus lainnya.

c. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan
kepada masyarakat dalam menanggapi kasus yang terjadi didaerah

masing-masing.

E. Definisi Operasional
1. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau
penerapan secara nyata terhadap suatu rencana, kebijakan, atau strategi
yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam proses ini, berbagai tindakan
konkret dan langkah operasional diambil dengan tujuan untuk
mengubah ide, gagasan, atau konsep yang bersifat teoritis menjadi
sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, dan memberikan hasil yang nyata.
Proses implementasi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan biasanya
dilakukan setelah melalui tahap perencanaan yang mendalam,
sistematis, dan terperinci, yang mencakup analisis kebutuhan,
identifikasi sumber daya, serta penentuan tujuan dan indikator
keberhasilan. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap krusial

di mana suatu inisiatif berpindah dari tahap konseptual ke tahap
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pelaksanaan, dan bertujuan untuk menghasilkan dampak atau perubahan
yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.'?
2. Perceraian

Pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri terjadi
dalam rangka untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang lebih kuat,
utuh, dan bertahan lama, dengan tujuan agar keduanya dapat mencapai
kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Setelah perceraian tersebut
terjadi, hubungan yang ada antara suami dan istri tidak lagi sah atau
halal untuk bergaul atau bersikap seperti pasangan yang masih terikat
perkawinan, sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam ikatan
suami istri yang sah.'?

3. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Kewenangan dan kekuasaan untuk menjaga, merawat, serta
mendidik anak, baik yang masih di bawah umur maupun yang sudah
mencapai usia mumayyiz, meliputi tanggung jawab untuk memelihara
anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari segala hal yang dapat
membahayakan mereka. Selain itu, hak asuh anak juga mencakup usaha
untuk mendidik mereka secara fisik, mental, dan intelektual, agar anak
dapat berkembang dengan baik, mampu mandiri, serta siap menghadapi

kehidupan dan memikul tanggung jawab di masa depan.'*

12 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182.
13 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 1.
14 Andi Arizal Sastra Tjandi, dkk, “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup,” Julia: Jurnal
Litigasi Amsir, no. 2, (2022), 153.
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4. Efektivitas Hukum Lawrence M Friedman

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai

suatu sistem sosial yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur

hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya

hukum (legal culture). Dalam konteks penelitian, teori ini

dioperasionalkan sebagai berikut:

a.

Struktur Hukum : merujuk pada institusi-institusi formal yang
menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan
lembaga pembuat undang-undang. Struktur ini dianalisis
berdasarkan kinerja, kewenangan, dan mekanisme operasional dari
lembaga-lembaga tersebut.

Substansi Hukum : merupakan isi atau materi hukum, yaitu aturan-
aturan, norma, dan prinsip yang berlaku. Dalam pengukuran
operasional, hal ini dapat mencakup kejelasan peraturan, keselarasan
norma, dan kecocokan antara hukum tertulis dan kebutuhan
masyarakat.

Budaya Hukum : adalah nilai, sikap, dan persepsi masyarakat
terhadap hukum. Budaya hukum dapat dinilai melalui tingkat
kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan

terhadap aparat hukum.
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Ketiga elemen ini saling berinteraksi untuk membentuk
sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi untuk

menciptakan ketertiban sosial serta keadilan. >

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menggunakan sistem pembahasan yang
bertujuan mempermudah dalam pemahaman para pembaca diantaranya :

Bab I. Pendahuluan memberikan gambaran awal tentang penelitian
secara menyeluruh. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah atau
kronologi yang membuat penulis tertarik meneliti topik tersebut. Selain itu,
pendahuluan juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode yang digunakan, tinjauan penelitian terdahulu, dan
sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang skripsi
yang dibahas. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi awal yang akan
dikembangkan lebih lanjut.

Bab II. Tinjauan Pustaka berisi tentang sub bab pembahasan yang
akan menjawab dari pada latar belakang masalah yang diteliti. Bab ini berisi
tentang definisi-definisi, teori-teori dan kajian-kajian yang menyangkut
tentang masalah yang diteliti.

Bab III. Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang

dipakai yang mencakup tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

!5 Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York:
Russell Sage Foundation.
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sumber data (data primer, sekunder, dan tersier), dan metode bagaimana
data diolah (reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan)

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan paparan data
dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan
teori legal sistem Laurance M. Friedman.

Bab V. Penutup berisi tentang bagaimana kesimpulan dari hasil
penelitian mengenai implementasi putusan tentang hak asuh anak pasca
perceraian pada ibu usia 17 tahun perspektif efektivitas hukum Lawrence

M. Friedman di Kabupaten Bangkalan, Madura.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam pendahuluan
yang berfungsi untuk menyajikan data dan analisis guna untuk
membandingkan, baik perbedaan maupun persamaan, dengan penelitian-
penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian
terdahulu ini juga menjadi acuan bagi peneliti dalam mengembangkan
penelitian lebih lanjut dan memastikan adanya kontribusi baru dalam bidang
yang sedang dikaji. Beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh
peneliti antara lain yaitu :
Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Aidi Alfin pada tahun
2023 dengan judul "Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada
Ayah Kandung”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.'
Skripsi ini menjelaskan tentang penelitian normatif studi putusan yang
membahas hak asuh anak yang diberikan kepada ayah kandung, dimana
penelitian tersebut memfokuskan pandangan hakim dan putusan serupa
untuk mengkaji bagaimana hak asuh anak dapat dijatuhkan kepada ayah
kandung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
mengkaji tentang hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian sesuai

dengan hukum yang berlaku. Perbedaannya pada penelitian terdahulu

16 Aidi Alfin, “Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung” (Undergraduate
Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71247/1/AID1%20ALFIN%20-

%20FSH.pdf

15


https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71247/1/AIDI%20ALFIN%20-%20FSH.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71247/1/AIDI%20ALFIN%20-%20FSH.pdf
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adalah lebih fokus dalam mengkaji putusan dengan bagaimana majelis
hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah kandung, sedangkan
penelitian ini membahas hak asuh anak dibawah umur yang diberikan
khususnya kepada ibu yang masih berusia 17 tahun yang dikaji dengan

Hukum Positif di Indonesia terkait dengan perlindungan anak.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi oleh A. Anhar Perdana Putra
pada tahun 2023 yang berjudul ’Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak
Asuh Anak Setelah Perceraian”, Universitas Muslim Indonesia Makassar.!”
Skripsi ini menjelaskan tentang analisi bagaimana orangtua memiliki aturan
hukum tentang hak mengasuh anak setelah bercerai dan menganalisis
pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak baik terhadap ibu
maupun ayah kandungnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu adalah sama membahas hak asuh anak yang harus diberikan
setelah bercerai dengan penetapan majelis hakim menurut hukum.
Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana majelis
hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh anak kepada salah satu orang
tua anak setelah bercerai, dan penelitian ini lebih fokus pada hak asuh anak
yang diberikan kepada ibu kandung yang masih berusia dibawah umur
menurut penetapan majelis hakim dan dalam perspektif Hukum Positif di

Indonesia terkait perlindungan anak.

7" A. Anhar Perdana Putra, “Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah
Perceraian” (Undergraduate Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023)
https://repository.umi.ac.id/4862/1/A.%20Anhar%20Perdana%20Putra_04020190419.pdf



https://repository.umi.ac.id/4862/1/A.%20Anhar%20Perdana%20Putra_04020190419.pdf
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Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Dicen Setiawan pada
tahun 2022 yang berjudul “Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”, Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.!® Penelitian ini membahas tentang
bagaimana hak anak yang wajib diberikan setelah perceraian dengan
perspektif hukum positif dan hukum islam, diambil dari kasus pada suatu
daerah yang masih belum memberikan hak pengasuhan anak setelah
perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
sama membahas tentang bagaimana nasib atau hak pengasuhan anak setelah
perceraian. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada hak yang
diberikan kepada anak menurut hukum positif dan hukum islam sedangkan
penelitian ini lebih difokuskan pada hak asuh anak yang diserahkan kepada
ibu dibawah umur dengan menggunakan perspektif Hukum Positif di
Indonesia.

Keempat, penelitian skipsi oleh Syaiful Anwar Al Mansyuri pada
tahun 2020 yang berjudul ‘“Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus
Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah
Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, Institut

Agama Islam Negeri Metro.!” Penelitian skripsi ini fokus pada bagaimana

18 Dicen Setiawan, ”Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”
(Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
http://repository.iainbengkulu.ac.id/8538/1/DICEN%20SETIAWAN.pdf

19 Syaiful Anwar Al Mansyuri, “Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat
Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten



http://repository.iainbengkulu.ac.id/8538/1/DICEN%20SETIAWAN.pdf
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hak-hak anak, seperti kasih sayang, perhatian, dan pendidikan, tidak
terpenuhi setelah perceraian akibat pernikahan dini. Penelitian ini juga
mengkaji faktor-faktor perceraian seperti ketidakmatangan psikologis,
masalah ekonomi, dan ketidaksiapan mental pasangan, serta analisis
pemenuhan hak asuh anak sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.
Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu membahas tentang
bagaimana hak dari anak dapat terpenuhi setelah perceraian dan bagaimana
dampak perceraian dari perkawinan dini terhadap hak asuh anak.
Perbedaannya, pada penelitian terdahulu yaitu lebih fokus kepada dampak
hak asuh anak akibat perceraian dengan permasalahan orang tua menikah
dini, sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana pandangan hakim
dalam kasus pelimpahan hak asuh anak kepada ibu yang masih dibawah
umur yaitu 17 tahun dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Kelima, penelitian dalam bentuk jurnal oleh Wulan Permata Sari
pada tahun 2023 dengan judul "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat
Perceraian” dari Unja Journal Of Legal Studies, Fakultas Hukum
Universitas Jambi.?® Jurnal ini membahas tentang isu hak asuh anak yang
timbul akibat perceraian orang tua. Jurnal ini mengulas berbagai aspek
hukum terkait penentuan hak asuh anak di bawah umur, dengan fokus pada

proses hukum yang harus ditempuh serta pertimbangan-pertimbangan yang

Lampung Tengah)”, (Undergraduate Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).
https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2226/1/SYAIFUL%20ANWAR%20AL%20MANSYU
RI1%20NPM.%201502030013%20-%20SandalAmoh%?20_Official.pdf

20 Wulan Permata Sari, ”Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian”, Unja Journal Of Legal
Studies, 1 (2023).



https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2226/1/SYAIFUL%20ANWAR%20AL%20MANSYURI%20NPM.%201502030013%20-%20SandalAmoh%20_Official.pdf
https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2226/1/SYAIFUL%20ANWAR%20AL%20MANSYURI%20NPM.%201502030013%20-%20SandalAmoh%20_Official.pdf
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diambil oleh pengadilan dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh
anak setelah perceraian. Selain itu, jurnal ini juga membahas prinsip-prinsip
keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam keputusan yang diambil,
serta peran orang tua dan sistem hukum dalam melindungi hak-hak anak
pasca perceraian. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu
membahas tentang wewenang hak asuh anak setelah perceraian sesuai
hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pengasuhan kepada
orang tuanya. Perbedaannya, penelitian sebelumnya yaitu membahas lebih
luas mengenai bagaimana hakim dalam menentukan hak asuh anak, prinsip
keadilan orang tua serta peran orang tua dalam memberikan hak kepada
anak setelah perceraian, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pandangan
hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ibu yang masih dibawah
umur dalam aspek Hukum Positif di Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No | Peneliti & Judul Persamaan Perbedaan

1. | Aidi Alfin, Membahas hak asuh Penelitian terdahulu
Pemberian Hak | anak setelah adalah lebih fokus
Asuh Anak Di perceraian yang harus | kepada studi putusan
Bawah Umur diberikan sesuai hakim yang
Kepada Ayah hukum yang berlaku | memberikan hak asuh
Kandung anak kepada Ayahnya,

sedangkan penelitian
ini membahas hak asuh
anak dibawah umur
yang diberikan
khususnya kepada Ibu
yang masih berusia 17
tahun yang dikaji
dengan Hukum Positif
di Indonesia.
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A. Anhar
Perdana,
Tinjauan Yuridis
Hak Orang Tua
Atas Hak Asuh
Anak Setelah
Perceraian.

Membahas tentang
bagaimana majelis
hakim dalam
menentukan
pemberian hak assuh
anak pada salah satu
orang tua menurut
hukum.

Penelitian terdahulu
lebih fokus kepada
bagaimana majelis
hakim dalam
menetapkan pemegang
hak asuh anak kepada
salah satu orang tua
anak setelah bercerai,
dan penelitian ini lebih
fokus pada hak asuh
anak yang diberikan
kepada Ibu kandung
yang masih berusia
dibawah umur menurut
penetapan majelis
hakim dan dalam
perspektif Hukum
Positif di Indonesia.

Dicen Setiawan,

Membahas tentang

Penelitian terdahulu

Hak Pengasuhan | bagaimana nasib atau | lebih fokus pada hak
Anak Pasca hak pengasuhan anak | yang diberikan kepada
Perceraian setelah perceraian. anak menurut hukum
Perspektif positif dan hukum
Hukum Positif islam sedangkan

Dan Hukum penelitian ini lebih
Islam (Studi di difokuskan pada hak
Desa Lawang asuh anak yang
Agung diserahkan kepada Ibu
Kecamatan dibawah umur dengan
Kedurang menggunakan
Kabupaten perspektif Hukum
Bengkulu Positif di Indonesia.
Selatan).

Syaiful Anwar Membahas tentang Penelitian terdahulu
Al Mansyuri, bagaimana hak dari yaitu lebih fokus
Pemenuhan Hak | anak dapat terpenuhi | kepada dampak hak
Asuh Anak setelah perceraian dan | asuh anak akibat
dalam Kasus bagaimana dampak perceraian dengan
Perceraian perceraian dari permasalahan orang
Akibat perkawinan dini tua menikah dini,
Pernikahan Dini | terhadap hak asuh sedangkan penelitian
(Studi Kasus di | anak. ini fokus kepada
Kampung bagaimana pandangan
Kotagajah Timur hakim dalam kasus
Kecamatan pelimpahan hak asuh
Kotagajah anak kepada Ibu yang
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Kabupaten
Lampung
Tengah).

masih dibawah umur
yaitu 17 tahun dalam
perspektif Hukum
Positif di Indonesia.

5. | Wulan Permata
Sari, Hak Asuh
Anak Dibawah
Umur Akibat
Perceraian.

Membahas tentang
wewenang hak asuh
anak setelah
perceraian sesuai
hukum dan
pertimbangan hakim
dalam menetapkan
hak pengasuhan

kepada orang tuanya.

Penelitian terdahulu
adalah lebih fokus
dalam mengkaji
putusan dengan
bagaimana majelis
hakim dalam

memutuskan hak asuh

anak kepada Ayah
kandung, sedangkan
penelitian ini
membahas hak asuh
anak dibawah umur
yang diberikan

khususnya kepada Ibu
yang masih berusia 17

tahun yang dikaji

dengan Hukum Positif

di Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, tidak terdapat satu pun

yang membahas tentang anak mengasuh anak dengan kasus hak asuh anak

terhadap ibu usia 17 tahun atau masih dibawah umur yang ditinjau dari
perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman, sehingga penelitian
ini sangat relevan untuk diteliti guna untuk mengetahui dan menambah

wawasan mengenai bagaimana hak asuh anak kepada Ibu usia 17 tahun

dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.
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B. Kajian Teori
1. Perkawinan Anak
Perkawinan Anak adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang
masih sangat muda, biasanya di bawah usia 18 tahun. Menurut UNICEF
(2019), pernikahan dini didefinisikan sebagai "pernikahan formal atau
tidak formal sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun’.?!
Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, di
antaranya:
a. Faktor budaya dan tradisi
b. Faktor ekonomi (kemiskinan)
c. Pendidikan yang rendah

d. Tekanan sosial dan keluarga

Perkawinan anak seringkali disebabkan oleh tekanan sosial dan kondisi

ekonomi keluarga yang memprihatinkan?2.

Perkawinan anak dapat menimbulkan dampak merugikan karena
dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, dan materi. Banyak pasangan
muda yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak
memahami hak serta kewajiban baru dalam rumah tangga. Dampak

pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh

2L UNICEF. (2019). Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects. New York: United Nations
Children’s Fund.

22 Nasution, A. (2017). Sosiologi Keluarga: Teori dan Realita dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali
Pers.
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keluarga dan anak yang lahir. Berikut adalah berbagai dampak positif
maupun negatif dari pernikahan usia dini:*}
a. Dampak Positif
Adapun dampak positif yang diharapkan dari pernikahan di
usia muda adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis karena
ini merupakan impian dan harapan dari semua kalangan yang
melangsungkan pernikahan, baik pernikahan usia dini maupun
pernikahan cukup usia.
b. Dampak Negatif
1) Dampak Terhadap Suami dan Istri
Tidak dapat disangkal bahwa pasangan suami istri yang
menikah di usia muda sering kali belum memahami atau tidak
mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami
istri. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan fisik dan mental
yang masih mereka alami, yang kerap membuat keduanya
bersikap egois.
2) Dampak Terhadap Anak
Tidak hanya berpengaruh terhadap pasangan yang menikah
di usia muda, pernikahan dini juga membawa dampak bagi anak-
anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Perempuan yang

menikah sebelum usia 20 tahun beresiko mengalami berbagai

23 RT. Akhmad Jayadiningrat, Perkawinan Pada Usia Muda. Jakarta. Bulan Bintang, (1999).35.
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gangguan kehamilan, dan banyak di antaranya yang tetap
melahirkan meskipun dalam kondisi tersebut.
3) Dampak Terhadap Masing-Masing Keluarga
Beban ekonomi keluarga berkurang karena salah satu
anaknya kini menjadi tanggung jawab suami. Namun, jika
perceraian terjadi, hal itu dapat memutuskan hubungan keluarga

dan merusak reputasi keluarga tersebut.

2. Perceraian

Perceraian merupakan suatu kondisi di mana hubungan perkawinan
antara seorang suami dan seorang istri mengalami ketidakharmonisan
yang mendalam, baik secara emosional maupun spiritual, sehingga
menimbulkan ketidakcocokan yang tidak dapat didamaikan.
Ketidaksesuaian ini menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi mampu
menjalankan kehidupan rumah tangga secara rukun dan harmonis, yang
pada akhirnya mengarah pada keputusan untuk mengakhiri ikatan
perkawinan tersebut melalui proses hukum yang sah.?*

Dalam konteks hukum Indonesia, perceraian diatur secara khusus
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
khususnya pada Pasal 38 hingga Pasal 41. Pasal 38 menyatakan bahwa
perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: Kematian, Perceraian,

Atas Keputusan Pengadilan. Pada pasal 39 menyebutkan bahwa:*

24 Zainnudin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,
2002), hlm,906.
25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38-39.
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1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan,
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam
Perundang undangan tersendiri.

Salah satu dampak dari perkawainan dini yakni perceraian
timbulnya perceraian salah satuny adikarenakan kurang kesiapan sosial
emosional pasangan. Perceraian dilndonesia pada dasarnya
dikendalikan oleh  Undang-Undang  Perkawinan, semula
UU No. 1 Tahun 1974, kemudian direvisi melalui
UU No. 16 Tahun 2019 yang, antara lain, menaikkan batas usia kawin
perempuan menjadi 19 tahun untuk menekan perkawinan dan perceraian
dini.?®

Namun, efektivitas revisi itu dipertanyakan karena dispensasi nikah
bagi anak di bawah umur masih sering dikabulkan, sehingga tren
perceraian justru meningkat: Badan Peradilan Agama mencatat 516 334
perkara cerai sepanjang 2022 sekitar 75 persen di antaranya cerai gugat,
artinya istri menjadi penggugat utama.?’ Dari perspektif teori sosiologi
keluarga, kenaikan tersebut dijelaskan oleh tiga pendekatan. Pertama,
teori struktural-fungsional menyoroti ketidakharmonisan pembagian
peran terutama ekonomi yang kian tajam sepanjang pandemi Covid-19,

sehingga mendorong konflik rumah tangga berujung perceraian.®

26 Pasal 7 & Pasal 39 UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019.
27 Badan Peradilan Agama, Statistik Perkara Perceraian 2022 (2023).
28 Hidayati, “Perceraian Pasca-Pandemi Covid-19,” Khulugiyya 9, no. 2 (2024): 71-87.
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Kedua, teori pertukaran sosial memandang keputusan berpisah
sebagai kalkulasi rasional ketika biaya hubungan (misalnya kekerasan,
beban nafkah) melebihi manfaat emosional maupun material.? Ketiga,
teori feminis menekankan relasi kuasa patriarkal: begitu jalur cerai
gugat tersedia, perempuan memanfaatkannya untuk keluar dari
kekerasan domestik yang dilegitimasi budaya.’® Secara empirik,
perceraian berdampak luas, penelitian di Jawa Timur menunjukkan
kesejahteraan subjektif dan kontrol emosi anak menurun signifikan
setelah orang-tuanya berpisah, sementara studi lama Lestari
menemukan kohesi keluarga melemah dan risiko kenakalan remaja
meningkat.?! Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa perceraian di
Indonesia bersifat multidimensional menggabungkan faktor hukum,
ekonomi, dan budaya sehingga kebijakan pencegahannya tidak cukup
berhenti pada revisi norma, melainkan memerlukan pengetatan
dispensasi nikah, penguatan mediasi pra-cerai berbasis psikologi
keluarga, dan pemberdayaan ekonomi perempuan muda agar mereka

tidak terjebak pada hubungan yang merugikan.>?

2 Sholeh, “Rasionalitas Cerai dalam Perspektif Pertukaran Sosial,” Qonuni 1, no. 1 (2021): 29-40.
30 Manna et al., “Patriarki dan Cerai Gugat,” Jurnal Al-Azhar Indonesia 6, no. 1 (2021): 11-25.

31 Qafitri, “Kesejahteraan Anak Korban Perceraian,” Insight 9, no.2 (2024): 138-149; Lestari,
Psikologi Keluarga (2012).

32 Mahkamah Syar’iyah Sigli, “Efektivitas Revisi UU Perkawinan terhadap Penurunan Perceraian,”
laporan penelitian (2021).
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3. Standar Pengasuhan Anak

Standar pengasuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan
Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar
dan kewajiban orang tua, keluarga, dan negara dalam memastikan anak
tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun beberapa poin yang
termasuk standar pengasuhan adalah:

a. Hak Anak Atas Pengasuhan

Menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 yang berisi :*

1) Anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan,
diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.

2) Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada
alasan hukum yang membenarkan pemisahan demi
kepentingan terbaik anak.

b. Kewajiban Orang Tua Atau Wali dalam Pengasuhan

Menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang

berisi :

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

2) Orang tua juga wajib menumbuhkembangkan anak sesuai

dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah
perkawinan anak.

33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 dan 14.
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c. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Prinsip ini menyatakan bahwa segala hal apapun yang
menyangkut pemeliharaan anak wajib mengedepankan
kepentingan terbaik bagi anak.

d. Larangan Kekerasan Dalam Pengasuhan
Pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak
memperoleh  perlindungan dari  perlakuan  kekerasan,
penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi selama berada
dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang

bertanggung jawab atas pengasuhan.

4. Pola Asuh Anak Akibat Perkawinan Dini

Pola asuh adalah cara orang tua dalam mendidik, membimbing, dan
mendisiplinkan  anak-anaknya dalam  kehidupan  sehari-hari.
Menurut Baumrind, pola asuh meliputi aspek pemberian kasih sayang,
kontrol, dan komunikasi antara orang tua dan anak>*,

Pengaruh  Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak
Pasangan yang menikah dini cenderung belum matang secara emosional
maupun ekonomi, sehingga berdampak pada pola asuh yang kurang

optimal. Mereka seringkali menerapkan pola asuh yang tidak konsisten

34 UNICEF, Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects (New York: United Nations
Children’s Fund, 2019), him. 4.
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atau bahkan otoriter karena kurangnya pengalaman dan tekanan
kehidupan rumah tangga®.

Anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang menikah di usia dini
sering kali mengalami kurangnya perhatian emosional dan stimulasi
kognitif yang cukup, sehingga perkembangan psikososial mereka
menjadi terhambat’®.

Dampak Pola Asuh Akibat Pernikahan Dini
Beberapa dampak pola asuh negatif akibat pernikahan dini antara lain:

1. Rendahnya kualitas komunikasi antara orang tua dan anak.

2. Meningkatnya risiko kekerasan dalam pola pengasuhan.

3. Kurangnya dukungan emosional dalam perkembangan anak.
Menurut penelitian Nasution, "Orang tua yang menikah dini
cenderung lebih cepat mengalami stres dalam mengasuh anak
karena tekanan ekonomi dan ketidakmatangan psikologis.””’

Pernikahan di usia dini sering berdampak buruk pada pola asuh
anak. Pola asuh yang diterapkan cenderung kurang optimal, dengan
pendekatan yang kasar atau keras, dan terkadang terlalu memanjakan.

Akibatnya, anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ini berisiko memiliki

karakter cengeng, temperamental, manja, atau keras kepala.

35 Diana Baumrind, Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior (Genetic
Psychology Monographs, 1967), hlm. 43.

36 UNFPA, Child Marriage (New York: United Nations Population Fund, 2021), hlm. 10.

37 A. Nasution, Sosiologi Keluarga: Teori dan Realita dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), hlm. 98.

38 Gusnarib, dkk, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak”. Palita:
Journal of Social Religion Research,no 2, (2020), 91-112.
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5. Hak Asuh Anak (Hadhanah)
a. Konsep Hadhanah Dalam Islam

1) Pengertian Hadhanah

Dalam tata bahasa Arab, kata hadanah (xL2>) adalah bentuk

masdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja hadanah (:y2>~—

Lias) yang memiliki makna mendekap, memeluk, mengasuh,

dan merawat. Secara terminologi, hadanah merujuk pada proses
mendidik dan merawat anak sejak kelahirannya hingga ia
mampu mandiri dalam mengurus dirinya sendiri.>* Para ulama
fikih mendefinisikan hadanah sebagai upaya merawat anak-anak
yang masih kecil atau belum mencapai usia tamyiz, baik laki-laki
maupun perempuan. Definisi ini mencakup penyediaan segala
kebutuhan demi kebaikan anak, melindunginya dari hal-hal yang
dapat membahayakan atau merusaknya, serta mendidik jasmani,
rohani, dan akalnya. Tujuannya adalah agar anak mampu mandiri
dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya
di masa depan.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadanah adalah

proses merawat dan menjaga anak-anak yang masih kecil atau

belum mencapai usia tamyiz. Pemeliharaan ini mencakup

39 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 175.
40 Sohari Sahrani H.M.A Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2010), 215.
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perawatan, perlindungan, dan pendidikan, baik secara fisik
maupun spiritual, agar anak tersebut dapat tumbuh menjadi
individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya
sendiri di masa depan.
2) Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah adalah hak yang diberikan kepada anak-anak
yang masih berusia dini, karena pada usia tersebut mereka
memerlukan pengawasan, perlindungan, dan pengurusan dari
seseorang yang bertanggung jawab mendidik mereka. Dalam hal
ini, Ibu memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan
tugas Hadhanah. Hal ini sesuai dengan hadis di bawah ini yang
artinya:*!
“Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita
berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah
sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman
baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai
perlindungan, tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak
diriku dan ia ingin memutuskan dariku.” Rasulullah SAW lalu
bersabda kepadanya, “Engkaulah (ibu) yang lebih berhak
dengannya selagi engkau belum menikah.”(H.R. Ahmad).

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa
selama seorang ibu belum menikah kembali, ia memiliki hak

yang lebih besar untuk mengasuh anak dibandingkan Ayah.

Namun, jika Ibu telah menikah lagi dan melakukan hubungan

4l Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 Terj: Abdul Mufid Ihsan
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 47.
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suami istri dengan pasangan barunya, maka hak pengasuhannya

dianggap gugur karena dikhawatirkan ia akan lebih fokus pada

kehidupan rumah tangga yang baru. Keutamaan memberikan hak
asuh kepada Ibu dibandingkan Ayah mengandung hikmah dan
kemaslahatan, sebab Ibu umumnya memiliki pengalaman,
pengetahuan, dan kesabaran yang lebih besar dalam merawat
anak
3) Syarat-Syarat Hadhanah

Seperti yang kita ketahui, seorang pengasuh bertanggung
jawab untuk memenuhi kebutuhan anak kecil yang diasuhnya,
yang meliputi kecukupan dan kecakapan. Hal ini memerlukan
pemenuhan sejumlah syarat tertentu. Jika salah satu dari syarat-
syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak untuk melaksanakan
hadhanah dapat gugur. Beberapa syarat yang harus dipenuhi
antara lain adalah:*?

a) Pengasuh haruslah seseorang yang mukallaf, yaitu individu
yang telah mencapai usia baligh, berakal, dan tidak
mengalami gangguan mental. Hadhanah merupakan tugas
yang memerlukan tanggung jawab besar, sehingga orang
yang belum  mukallaf dianggap tidak  mampu

mempertanggungjawabkan tindakannya.

42 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Press,2009), 221.
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b) Pengasuh harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan
tugas hadhanah.

c) Pengasuh harus mampu memastikan pemeliharaan,
pengasuhan, serta pendidikan anak, terutama yang berkaitan
dengan budi pekerti dan akhlak. Seseorang yang dapat
merusak budi pekerti anak, seperti seorang pencuri, tidak
layak untuk melaksanakan hadhanah.

d) Pengasuh haruslah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak
memiliki hubungan mahram dengan anak yang diasuh.
Namun, jika ia menikah dengan laki-laki yang memiliki
hubungan mahram dengan anak tersebut, seperti menikah
dengan paman anak, maka hak untuk melaksanakan
hadhanah tetap berlaku pada pengasuh tersebut.

b. Konsep Hadhanah Dalam KHI
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105
Kompilasi Hukum Islam, diuraikan secara lebih mendetail mengenai
situasi yang terjadi apabila suami dan istri memutuskan untuk
bercerai, yaitu:*
1) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak Ibunya.
2) pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

pemeliharaannya
3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

43 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 138.
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Jika terjadi perpisahan antara Ibu dan Ayah sedang mereka
punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari
pada  Ayahnya, selama  tidak ada alasan  yang
mencegah/menggugurkan Ibu dalam melalukan hadhanah tersebut.
Mengapa Ibu yang diutamakan karena dialah yang paling berhak
untuk melakukan hak asuh anak hadhanah dan menyusui. Ibu dinilai
lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidik, juga karena Ibu
lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak
dipunyai oleh Ayah. Oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan
anak Ibu lebih diutamakan walaupun ada pertimbangan didalamnya.

c. Konsep Hadhanah dalam Undang-Undang

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak anak
(hadhanah) pasca perceraian diatur sebagai berikut: Pasal 41
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:**

1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, Pengadilan memberi keputusan.

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana Bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut

pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya
tersebut.

4 Andini Puspa Dewi,dkk, “Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif”, Jurnal Pendidikan Tambusai, no 1, (2024), 4472.
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Pada Undang-Undang tersendiri tidak dijelaskan secara rinci
mengenai hak asuh pada anak setelah perceraian. Dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah dengan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 42-
45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik
anakanaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang
baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini
berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus
karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi
untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di
dalam dan di luar pengadilan.

Konsep Hadhanah Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Secara yuridis, meskipun Undang-Undang Perlindungan
Anak tidak menggunakan istilah hadhanah, substansi dan prinsipnya
sangat jelas hadir, yaitu tentang kewajiban orang tua dan negara
dalam menjamin hak anak untuk tumbuh, diasuh, dan dilindungi
secara optimal, baik dalam keadaan normal maupun ketika terjadi
perceraian. Kewajiban ini bersifat mutlak dan harus dipenuhi demi
kepentingan terbaik bagi anak.

Walaupun kata “Hak Asuh” telah biasa digunakan dalam
membahas kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya baik
dalam ikatan pernikahan atupun sudah bercerai, meskipun kata hak

asuh tidak ditemukan pada Undang-Undang Perlindungan Anak.
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Kosa kata yang identik dengan hak asuh yaiku kuasa asuh
sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 1 nomor 11 Undang-
Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa kuasa asuh adalah
kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara,
membina, melindungi,dan menumbuh kembangkan anak sesuai
agama yang dianut dan kemampuan bakat serta minatnya.*

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal layat 2
disebutkan:*°
"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi."

Pada Pasal 8 disebutkan:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

6. Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman
Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai
suatu sistem sosial yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur
hukum (/egal structure), substansi hukum (/legal substance), dan budaya
hukum (legal culture).
Sistem menurut R. Subekti adalah suatu tatanan yang teratur,

keseluruhan atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang

# Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 angka 11.
46 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
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lainya, tersusun sesuai dengan rencana dan pola, serta hasil dari
pemikiran untuk tujuan yang ingin dicapai.*’ Sistem menurut Sudikno
Mertokusumo adalah satu kesatuan meliputi bagian atau unsur-unsur
yang di dalamnya memiliki interaksi satu sama lain serta bekerja sama
untuk mencapai tujuan.*®

Dalam konteks penelitian, teori ini dioperasionalkan sebagai

berikut:
a. Struktur Hukum :

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system
consist of elements of this kind: the number and size of courts; their
Jjurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized
...what procedures the police department follow, and so on.
Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a
kind of still photograph, with freezes the action”.#

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas
dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan tatanan hukum beserta
aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang
mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai
pembuatan hukum (The legislation of law), pembudayaan dan

penyebar luasan hukum (sosialisasi), penegak hukum (7he

enforcement of law) dan sebagai administrasi hukum yang efisien

47 R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari lImu Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999), 169.

48 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2004),
5

4 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, (New York: W. W. Norton and Co,
1984), 5.
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dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (exsecutive) yang
bertanggung jawab (accountable).

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana
hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur
ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan
serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia
misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum
Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusiinstitusi
penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.*

Hal ini merujuk pada institusi-institusi formal yang
menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan
lembaga pembuat undang-undang. Struktur ini dianalisis
berdasarkan kinerja, kewenangan, dan mekanisme operasional dari
lembaga-lembaga tersebut.

b. Substansi Hukum :
Substansi hukum menurut Friedman adalah:
“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant
the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the
system ...the stress here is on living law, not just rules in law
books !

Salah satu aspek dalam sistem hukum adalah substansi

hukum itu sendiri. Substansi ini merujuk pada aturan, norma, serta

pola perilaku manusia yang berkembang dan berlaku dalam sistem

30 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Chalia Indonesia, 2002), 8.
S Lawrence M. Friedman, American Law. An Introduction, 6.
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tersebut. Dengan demikian, substansi hukum mencakup peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan
mengikat dan menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya

Merupakan isi atau materi hukum, yaitu aturan-aturan,
norma, dan prinsip yang berlaku. Dalam pengukuran operasional,
hal ini dapat mencakup kejelasan peraturan, keselarasan norma, dan
kecocokan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat.
Budaya Hukum :

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we
mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in
other word, is the climinate of social thought and social force wicch
determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan
sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya)
terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur
hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik
apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung
budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan
masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara
efektif.

Hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial

atau rekayasa masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan

dari berbagai gagasan yang ingin dicapai melalui hukum. Agar
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hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengarahkan
perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, tidak cukup hanya
dengan tersedianya aturan atau norma hukum semata. Diperlukan
pula jaminan bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan
dalam praktik, yang berarti adanya penegakan hukum (law
enforcement) yang efektif dan konsisten.>? Jadi bekerjanya hukum
bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka,
malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.>
Budaya hukum dapat dinilai melalui tingkat kesadaran hukum,
kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap aparat
hukum.

Ketiga elemen ini saling berinteraksi untuk membentuk
sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi untuk

menciptakan ketertiban sosial serta keadilan.>*

7. Anak Menurut Undang-Undang Dan KHI
a. Anak Menurut Undang-Undang
Pengertian anak, seperti dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU

Perlindungan Anak), berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU

52 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 40

33 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, 97

4 Friedman, Lawrence M. (1975). The L